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Angket Diakhiri Februari

Panitia Angket DPR terhadap KPK yang menurut rencana mengakhiri kerjanya pada Februari ini
tak akan merekomendasikan revisi UU KPK dan mengurangi kewenangan KPK.

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Hak
Angket Dewan- Perwakilan Rak-
yat terhadap Komisi Pemberan-
tasan Korupsi segera menyudahi
penyelidikannya yang telah ber-

.langsung delapan bulan terakhir.

Panitia angket dinilai sudah tidak
lagi mendesak dengan semakin
bertambahnya = fraksi-fraksi di
DPR yang ingin segera menyu-
dahi kinerja panitia tersebut.
Fraksi terbaru yang mendo-
rong penyelesaian kerja Panitia
Angket DPR terhadap KPK ada-
lah Fraksi Partai Golkar. Senin
(15/D), Golkar menarik anggota-
nya, Bambang Soesatyo, dari Pa-
nitia Angket KPK karena yang
bersangkutan menjadi = Ketua

DPR. Selanjutnya, Golkar akan

menarik semua anggotanya di
panitia angket jika kerja panitia
tidak segera disudahi pada masa
sidang ketiga tahun sidang
2017-2018 ini, yang akan berakhir
14 Februari mendatang. Padahal,
panitia angket diketuai oleh po-
litisi Golkar, Agun Gunandjar.

Sekretaris Fraksi Partai Ama-
nat Nasional (PAN) Yandri Su-
santo di Kompleks Parlemen, Ja-
karta, kemarin, menilai, Panitia
Angket KPK sudah tidak me-
miliki legitimasi politik yang ku-
at. Pasalnya, peta politik menun-
jukkan, mayoritas fraksi di DPR
menghendaki kerja panitia ang-
ket segera diakhiri tanpa me-
munculkan rekomendasi yang
memancing kegaduhan.

Dari 10 fraksj di DPR, sejak
awal ada tiga fraksi, yaitu Fraksi
Partai Demokrat, Partai Kebang-
kitan Bangsa, dan Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), yang
menolak bergabung dengan pa-
nitia .angket. Dalam perjalanan,
Fraksi Partai Gerindra juga me-
narik erggotanya dari panitia
angket. Dalam Rapat Paripurna
DPR pada September 2017 untuk

. memperpanjang masa kerja pa-

nitia angket, Fraksi PAN juga
merekemendasikan agar - kerja
panitia itu segera disudahi.

Saat ini, perwakilan sejumlah
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Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo (kedua dari kiri), diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali (kanan) untuk
menjadi Ketua DPR di Kornpleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Bambang Soesatyo resmi dilantik sebagai Ketua DPR -
menggantikan Setya Novanto yang saat ini tersandung masalah korupsi pengadaan KTP elektronik.

fraksi, seperti Fraksi Partai Per-
satuan Pembangunan, sudah ja-
rang mengikuti rapat-rapat di pa-
nitia angket.

”Melihat fakta di lapangan, ke-
beradaan panitia angket pada sa-
at ini sudah sangat lemah dan
sudah tidak ada urgensinya. Ti-
dak ada pilihan lain kecuali se-
gera mengakhiri kerja_ panitia,”
tutur Yandri.

Tak ada revisi

Kemarin, sebelum Rapat Pa-
ripurna DPR dengan agenda pe-
lantikan Bambang Soesatyo se-
bagai Ketua DPR, Panitia Angket
DPR terhadap KPK mengadaian
rapat internal. Wakil Ketua Pani-
tia Angket dari Fraksi Partai De-
mokrasi Indonesia Perjuangan,

Eddy Kusuma Wijaya, mengata-
kan, rapat it untuk mematang-
kan rekomendasi yang akan di-
sampaikan. Panitia Angkey KPK
sudah menetapkan akan meram-
pungkan kerja -pada Februari
mendatang. Dalam  beberapa
minggu ini, panitia akan mem-
finalkan hasil penyelidikannya.
Dalam rekomendasinya, lanjut
Eddy, panitia angket tidak akan
mengusulkan adanya revisi Un-
dang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang KPK untuk me-
ngurangi kewenangan KPK da-
lam pemberantasan korupsi. Ka-

“laupun ada rekomendasi yang se-

dikit keras, ujarnya, hal itu meng-
atur soal penyadapan untuk lebih
lanjut dibahas dalam Rancangan
Undang-Undang (RUU) Penya-

dapan yang kini masuk Program
Legislasi Nasional 2018 dan akan
dibahas Komisi IIT DPR.

Rekomendasi lain ditujukan
kepada pimpinan KPK  agar
membenahi tata kelola kelemba-
gaannya sehingga tidak memun-
culkan potensi penyelewengan
serta konflik internal di lembaga
tersebut. ”Jadi, tidak perlu sam-
pai merevisi UU KPK. Kalau
RUU Penyadapan, itu sudah di-
setujui KPK dalam rapat dengar
pendapat dengan Komisi IIT ta-
hun laly,” kata Eddy.

Ketua DPR Bambang Soesatyo
juga menjamin, panitia angket
tidak akan merekomendasikan
untuk merevisi Undang-Undang
KPK dan mengutak-atik kewe-
nangan KPK.

‘”Masa kerja DPR periode
2014-2019 hanya sisa 18 bulan
dan kini sibuk dengan tahun po-
litik. Jadi, tidak ada waktu lagi
untuk merevisi UU KPK. Tidak
ada prioritas itu, kecuali KPK
sendiri yang minta direvisi,” kata
Bambang, .

Hal senada diucapkan Wakil
Ketua DPR dari Fraksi PAN, Tau-
fik Kurniawan. Ia mengatakan,
pimpinan DPR segera menjad-
walkan pertemuan dengan se-.
puluh fraksi di DPR guna mem-
bicarakan rencana Panitia Ang-.

* ket KPK tutup buku, ”Kami akan

koordinasi dengan Ketua DPR
yang baru untuk menyamakan |
frekuensi, lalu mengonsolidasi-
kannya dengan fraksi-fraksi Iin,”
ujarnya. (AGE/SAN)
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